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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ṭ ط 16 - ا 1

 ẓ ظ b 17 ب 2

 ʿ ع t 18 ت 3

 g غ ṡ 19 ث 4

 f ؼ j 20 ج 5

 q ؽ ḥ 21 ح 6

 k ؾ kh 22 خ 7

 l ؿ d 23 د 8

 m ـ ż 24 ذ 9

 n ف r 25 ر 10

 w و z 26 ز 11

 h هػ s 27 س 12

 ' ء sy 28 ش 13

 y ي ṣ 29 ص 14

    ḍ ض 15

 

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

 kataba = كَـتبَََ

 su'ila = سُئلََِ

 yażhabu = يذَْهبََُ

 qāla = قاَلََ

 qīla = قيِْلََ

 yaqūlu = يقَوُْلَُ

 kaifa = كَيْفََ

 ḥaula = حَوْلََ
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ABSTRAK 

 

Larangan pernikahan berbeda suku adalah larangan 

pernikahan antara orang yang bersuku Lampung dengan orang yang 

bersuku selain suku Lampung yaitu suku Jawa, Sunda, Minangkabau, 

Batak dan lainnya. Larangan pernikahan berbeda suku merupakan 

kebiasaan yang sudah turun temurun telah ada pada masyarakat adat 

Lampung di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur 

Kabupaten Lampung Utara yang mayoritasnya bersuku adat Lampung 

pepadun. Sedangkan pada kenyataannya berdasarkan hukum Islam 

tidak ada larangan menikah kecuali karna ada sebab.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 

larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama, serta 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan 

berbeda suku di Desa Pungguk Lama. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana praktik larangan pernikahan 

berbeda suku di Desa Pungguk Lama, dan untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan 

berbeda suku di Desa Pungguk Lama. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan 

di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari 

sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 

orang tua yang melarang anaknya.  Lalu sumber data sekunder yaitu 

data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan 

menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan 

analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, larangan pernikahan berbeda 

suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara  merupakan larangan pernikahan yang dilakukan oleh 

orang tua kepada anaknya untuk tidak menikah dengan suku yang 

berbeda dan mengharuskan untuk menikah dengan suku Lampung. 

Apabila menikah dengan suku yang berbeda harus melaksanakan 

ngangkon (pengangkatan anak) terlebih dahulu, jika tidak dilakukan 

akan dianggap sebagai pelanggaran adat dan tali kekerabatan putus. 
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Hal ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian orang tua agar 

anaknya memiliki masa depan yang indah dan cerah dalam memilih 

pasangan hidup, serta untuk melestarikan keturunan asli Lampung. 

Apabila ditinjau dari hukum Islam larangan pernikahan berbeda suku 

di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara boleh untuk dilakukan, karena berdasarkan teori 

kafa‟ah, Islam menganjurkan adanya kafa‟ah untuk menentukan calon 

suami atau isteri. Namun, tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. 

Kemudian dalam 'urf, larangan pernikahan berbeda suku termasuk ke 

dalam kategori 'urf shahih (adat kebiasaan yang baik), yaitu kebiasaan 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan hadist, 

tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa 

kemudharatan. Dari segi ruang lingkup termasuk ke dalam „urf khas, 

yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, 

seperti di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Larangan Pernikahan, Suku 
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MOTTO 

 

مُ ا ْۗ اِنْ يَّكُوْنوُْا فقَُرَاۤءَ يغُْنِِِ كُُْ
ِٕ
لِحِيَْْ مِنْ عِبَادِكُُْ وَاِمَاۤى ُ وَاَنْكِحُوا الَْْيََمٰى مِنْكُُْ وَالصّٰ لّلّٰ

ُ وَاسِعٌ علَِيٌْ  ْۗ وَالّلّٰ (23)سورة النور: مِنْ فضَْلِه  
 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) 

di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, 

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” 

(Q.S. An-Nur [24]: 32) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Pernikahan Berbeda Suku (Studi di Desa Pungguk 

Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara). 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis 

merasa perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya 

penegasan tersebut, penulis berharap tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap makna judul yang digunakan. Untuk itu perlu diuraikan 

secara singkat pengertian dari beberapa istilah judul skripsi ini 

sebagai berikut:  

1. Tinjauan Hukum Islam 

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia 

merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat 

(sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 Tinjauan 

yang dimaksud dalam judul ini merupakan yang ditinjau dari 

Hukum Islam. Hukum islam merupakan seperangkat aturan 

yang berisi hukum-hukum syara‘ yang bersifat terperinci. 

Yang berhubungan dengan perbuatan manusia mukallaf yang 

bersumber dari al-qur‘an dan hadis dan dalil-dalil syara‘ 

lainnya atau berbagai metode ijtihad.
2
 

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam 

adalah meninjau sesuatu dengan berdasarkan hukum Islam 

yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 

2. Larangan Pernikahan Berbeda Suku  

Larangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

perintah  (aturan) yang melarang suatu perbuatan.
3
 Pernikahan 

                                                           
1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

2 Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 15. 
3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 819. 
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atau perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad 

yang sangat kuat atau miisaqan ghalizan untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Perkawinan bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan 

rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.
4
 Berbeda suku adalah berlainan golongan orang-orang 

(keluarga) yang seketurunan. Jadi yang dimaksud dengan 

larangan pernikahan berbeda suku adalah orang-orang yang 

tidak boleh melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda. 

Berdasarkan beberapa istilah yang sudah dipaparkan 

diatas maksud dari judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku di Desa 

Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung 

Utara. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Allah Swt menciptakan segala sesuatu berpasangan, 

termasuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan melanjutkan 

keturunan. Allah Swt mengamanatkan (menitipkan) seluruh 

ciptaan-Nya kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam rangka 

memenuhi segala kebutuhan mereka, sebagai sarana untuk 

beribadat sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh-Nya.
5
 

Manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki 

jenjang hidup baru dengan tujuan untuk melanjutkan dan 

melestarikan garis keturunannya. Allah Swt memerintahkan umat 

Islam untuk menikah yang merupakan salah satu ibadah sunnah. 

Allah pun melarang menyalurkan syahwat biologis tanpa menikah 

terlebih dahulu. Dengan demikian salah satu urgensi menikah 

adalah untuk mencegah serta menghindarkan seseorang berzina 

                                                           
4 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang 

Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya 

(Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 64. 
5 Zuhri Imansyah et al., ―Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta 

Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia 

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),‖ 

Pengembangan Masyarakat Islam 13, no. 1 (2020): 12, http:// ejournal. radenintan 

.ac.id /index.php/ijtimaiyya/index. 
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yang merupakan dosa besar. Ikatan pernikahan ini bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Dengan syarat mengikuti beberapa ketentuan dalam Islam agar 

kehidupan keduanya langgeng dan damai menuju kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
6
 

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara seorang 

pria dan seorang wanita, didasarkan pada kesepakatan dan 

kerelaan bersama, yang diwakili oleh seorang wali. Tujuan utama 

pernikahan yaitu melegitimasi hubungan intim antara keduanya 

dan membentuk ikatan hidup sebagai pasangan yang saling 

melengkapi.
7
 Tujuan lain dari pernikahan yaitu memperoleh 

kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah, reproduksi atau 

regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan 

dan ibadah.
8
 

Hukum Islam adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah 

Swt untuk mengatur kehidupan manusia di dunia guna mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam 

memuat aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari.
9
 Pernikahan menurut istilah hukum Islam 

adalah akad yang ditetapkan syara‘ untuk mengikat diri antara 

laki-laki dengan perempuan guna menghalalkan suatu hubungan 

kelamin antara perempuan dengan laki-laki sebagai dasar suka 

rela atau keridhaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang 

dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah Swt.  

Pernikahan berperan dalam mengatur interaksi antara laki-laki dan 

perempuan, didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong 

dalam lingkup kasih sayang dan berkewajiban untuk mengerjakan 

tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, 

mendidik anak serta menciptakan suasana yang menyenangkan 

                                                           
6 Jayusman et al., ―Mubadalah‘s Perspective on Nusyuz in Islamic Law and 

Positive Law in Indonesia,‖ RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity 

03, no. 02 (2023): 56, https: //radenintan. pascasarjanauinril .com/index. php/ raden 

intan /index. 
7 Theadora Rahmawati, Fiqh Munakahat I (dari Proses Menuju Pernikahan 

Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri) (Jawa Timur: Duta Media, 2021), 16-17. 
8 Ibid., 18-19. 
9 Hery Zarkasih, Pengantar Hukum Islam, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 

2. 
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agar suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk 

kepentingan dunia dan akhirat.
10

 

Indonesia sebagai negara dengan kepulauan yang luas, 

yang terdiri dari banyak pulau antara lain: Sumatera, Jawa, 

Sulawesi, Kalimantan hingga Papua. Indonesia memiliki lebih 

dari ribuan pulau yang ditempati oleh masyarakat dengan latar 

belakang suku, ras, agama, dan etnis yang beragam. Keberagaman 

ini menjadi ciri khas budaya Indonesia, baik dari segi sumber daya 

alam maupun keberagamannya.
11

 Masyarakat Indonesia harus 

mampu hidup secara harmonis dan saling menghargai satu sama 

lain.  Sesuai semboyang Bhineka Tunggal Ika, maka meskipun 

memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu.  

Pernikahan dari pasangan yang berbeda suku apalagi etnis 

atau ras masih menjadi pertimbangan. Islam menganjurkan untuk 

adanya keseimbangan, keserasian, kesepadanan dan 

kesebandingan antara kedua calon suami istri agar terwujudnya 

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam 

memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan 

benar. Islam tidak melarang pernikahan antara individu dengan 

latar belakang suku, budaya, daerah, atau ras yang berbeda. Dasar 

hukum larangan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8, 9, 10 dan pasal 39 

sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini tidak 

dijelaskan larangan pernikahan dengan suku yang berbeda. Di 

Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara terdapat kebiasaan atau tradisi larangan 

pernikahan dengan suku yang berbeda, yaitu suku Lampung 

dengan suku yang bukan Lampung. Sebagian besar masyarakat di 

Desa Pungguk Lama bersuku asli Lampung pepadun. Larangan 

pernikahan berbeda suku ini telah menjadi kebiasaan yang 

dilakukan oleh orang tua masyarakat Lampung pepadun walaupun 

tidak ada aturan tertulis yang mengatur terkait larangan 

pernikahan berbeda suku dalam suku Lampung pepadun. Orang 

                                                           
10 Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, 71. 
11 Fitri Lintang Fitri Lintang and Fatma Ulfatun Najicha, ―Nilai-Nilai Sila 

Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia,‖ Jurnal Global 

Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 1 (2022), 81. 
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tua dari anak suku Lampung pepadun melarang anaknya untuk 

melakukan pernikahan dengan suku yang berbeda karena 

beberapa alasan, seperti orang tua hanya menginginkan anaknya 

menikah dengan orang yang memiliki suku yang sama, lalu 

adanya tuntutan adat yang harus dipenuhi dengan proses yang 

cukup rumit, serta orang tua memiliki kriteria yang cukup tinggi 

yang harus dipenuhi untuk pasangan anaknya. Apabila tetap ingin 

menikah dengan suku yang berbeda, maka harus menyelesaikan 

persyaratan adat sesuai dengan adat Lampung pepadun.
12

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah 

diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan 

menelaah secara mendalam bagaimana pratik terhadap larangan 

pernikahan berbeda suku. Penulis termotisivasi untuk menulis 

sebuah skripsi yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Larangan Pernikahan Berbeda Suku (Di Desa Pungguk Lama 

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)‖. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi fokus dan sub-fokus 

permasalahan yaitu: 

1. Fokus penelitian ini yaitu praktik larangan pernikahan berbeda 

suku pada masyarakat di Desa Pungguk Lama Kecamatan 

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, hal ini karena sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal ini orang tua 

melarang anaknya untuk melakukan pernikahan dengan suku 

yang berbeda.  

2. Sub fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam 

terhadap larangan pernikahan berbeda suku pada masyarakat di 

Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara.  

                                                           
12 Hamzah sebagai Tokoh Adat (glr. Suttan Nimbang Segalo), ―Larangan 

Pernikahan Berbeda Suku‖, Wawancara, March 1, 2024. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan 

sebelumnya, permasalahan yang akan menjadi subjek pembahasan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana praktik larangan pernikahan berbeda suku di Desa 

Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung 

Utara? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan 

pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan 

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik larangan pernikahan berbeda suku 

di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara.  

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan 

pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan 

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat 

memberikan informasi dan memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Pernikahan Berbeda Suku (studi di Desa Pungguk 

Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara) 

serta dapat menjadi materi rujukan ataupun bahan diskusi bagi 

para mahasiswa Fakultas Syari‟ah maupun masyarakat secara 

umum.  

2. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini 

juga dilakukan agar dapat mengetahui tentang latar belakang 

mengenai terjadinya larangan pernikahan berbeda suku di Desa 
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Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung 

Utara. Kegunaan praktis lainnya untuk mengetahui larangan 

pernikahan berbeda suku menurut hukum Islam. 

 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Kajian terdahulu yang relevan merupakan hasil penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan dengan judul penelitian yang 

sedang diteliti penulis. Maka, penulis akan memaparkan kajian 

terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Abd. Azis, dengan skripsi yang berjudul ―Larangan Suku 

Bugis Menikah dengan Suku Lain di Kelurahan Pulau Kijang 

Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam‖. 

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau tahun 2021. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah 

larangan (femmali) adat pernikahan Bugis dan suku yang lain 

merupakan pernikahan yang sangat dilarang keras khusunya 

Suku Bugis kepada anak-anak dan cucu mereka untuk memilih 

calon istri dan suami yang bersuku melayu, ada beberapa 

anggapan apabila pernikahan tersebut di langgar yaitu Suku 

Bugis menikah dengan suku yang lain akan mendapatkan 

kesulitan dalam kehidupan rumah tangga mereka, musibah, 

dan keluarga mereka mengkucilkan, yaitu di fabici 

(dikucilkan) dan ada juga diantara mereka tidak menganggap 

sebagai anak dari keturunan mereka. Larangan ini sangat keras 

khususnya untuk Suku Bugis yang memiliki darah bugis 

Boswa (bugis bone, bugis soppeng, dan bugis wajo,). Menurut 

mereka larangan adat pernikahan Suku Bugis dengan suku 

yang lain yang ada RT 002 RW 003 Kelurahan Pulau Kijang, 

Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, suatu tradisi yang 

harus selalu di ikuti karena ini merupakan adat dari nenek 

Moyang mereka dan suatu yang harus diyakini serta ditaati 

oleh masyarakat yang besuku Bugis.
13

  

                                                           
13 Abd. Azis, ―Larangan Suku Bugis Menikah dengan Suku Lain di 

Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau menurut Hukum Islam‖ 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), 4. 
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Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak dipembahasannya 

yaitu sama-sama membahas larangan pernikahan. Kemudian 

perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu terdapat beberapa 

anggapan apabila pernikahan tersebut di langgar, mereka 

menganggap ketika Suku Bugis menikah dengan suku yang 

lain akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan rumah 

tangga mereka, musibah, dan keluarga mereka mengkucilkan, 

yaitu di fabici (dikucilkan) dan ada juga diantara mereka tidak 

menganggap sebagai anak dari keturunan mereka. Sedangkan 

pada penelitian yang akan diteliti mereka beranggapan bahwa 

bila mereka menikah dengan suku yang berbeda akan 

dikucilkan oleh keluarganya secara tidak langsung.  

2. Irawati, dengan skripsi yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam 

tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi 

Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)‖. Mahasiswa dari 

Institut Agama Islam Negeri ParePare tahun 2022. Hasil 

penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: Perjanjian larangan 

menikah selama masa kontrak kerja di Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) aturan yang dibuat oleh BRI tersebut sah secara hukum, 

karena terlah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak 

bertentangan dengan undang-undang, dan peraturan tidak 

diperbolehkan menikah selama masa kontrak kerja sudah 

disampaikan ketika awal ingin memulai bekerja. Perjanjian 

selama masa kontrak kerja secara hukum Islamnya 

diperbolehkannya, karena ada kalanya harus menunda 

pernikahan karena urusan mendesak, Islam mengizinkannya. 

Umumnya, hukum menunda pernikahan tidak ada dosa dalam 

Islam itu sendiri. Seperti seseorang yang mengambil langkah 

pendidikan, pekerjaan, penyediaan kebutuhan materil maka 

hukumnya menjadi mandub dan mubah.
14

 

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka persamaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang 

diteliti yaitu terletak dipembahasannya yaitu sama-sama 

                                                           
14 Irawati, ―Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Menikah selama Masa 

Kontrak Kerja‖ (Skripsi, Institut Agama Islam Parepare, 2022), 11. 
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membahas larangan pernikahan dan jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach). 

Kemudian perbedaan nya yaitu terletak pada rumusan 

masalahnya yaitu bagaimana urgensi kebijakan aturan larangan 

menikah selama masa kontrak kerja di Kantor Cabang BRI 

Parepare. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 

larangan menikah selama masa kontrak kerja di Kantor Cabang 

BRI Parepare. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis 

permasalahannya yaitu bagaimana larangan pernikahan 

berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur 

Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap larangan pernikahan berbeda suku di Desa 

Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung 

Utara.  

3. Hervianis Virdya Jaya, dengan skrispi berjudul ―Perspektif  

Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Satu Kantor (Studi 

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-

XV/2017 terhadap Pembatalan Pasal 153 Ayat (1) huruf f 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan)‖. Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung tahun 2019. Hasil penelitian ini, 

pertama, dikeluarkannya Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 

terhadap pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan 

dengan HAM, Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 

RI Tahun 1945 serta tidak sejalan dengan konstitusi. Kedua, 

tujuan dikeluarkannya Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 

ialah untuk melindungi dan menjamin hak kebebasan pekerja 

agar mendapatkan hak pekerjaan dan hak menikah. Ketiga, 

dilihat dari sisi kemashlahatan perkara di atas, maka hukum 

Islam lebih menitikberatkan pada kemashlahatan yang lebih 

besar yaitu pada Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017, sesuai 

dengan kaidah fiqiyyah (menarik kemanfaatan dan menolak 

kemudaratan) serta sesuai dengan hukum Islam dan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia dengan tidak adanya 

peraturan mengenai larangan menikah satu kantor dan agar 

tercapainya kemashlahatan bersama. Dengan demikian, bagi 
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PLN dan perusahaan lainnya agar tidak melarang pernikahan 

antar pekerja satu kantor dengan membuat perjanjian bahwa 

para pekerja yang bersangkutan tidak melakukan tindakan 

yang merugikan perusahaan. Bagi aparat penegak hukum 

hendaknya memperhatikan masalah ini untuk dapat 

memberikan kejelasan jawaban hukum agar perlindungan 

lembaga perkawinan di Indonesia sesuai dengan hukum yang 

berlaku.
15

  

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka persamaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang 

diteliti yaitu terletak dipembahasannya yaitu sama-sama 

membahas tentang larangan pernikahan. Kemudian perbedaan 

nya yaitu penelitian terdahulu termasuk jenis penelitian 

kepustakaan yang bersifat yuridis- normatif, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti termasuk jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian 

deskriptif analisis. 

4. Hayatul Husna, dengan skripsi berjudul ―Problematika Sistem 

Adat Salingka Nagari Guguakmalalo (Larangan Perkawinan 

Antar Suku yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum 

Islam‖. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Batusangkar tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah di Nagari 

Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah 

Datar terkait larangan perkawinan nikah antar suku yang 

berbeda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua 

bentuk larangan nikah antar suku yang berbeda di Nagari 

Guguak Malalo yaitu Larangan Nikah antar suku yang berbeda 

dalam satu Koto dan Larangan nikah antar suku yang berbeda 

antar Koto.
16

  

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian 

yang akan diteliti yaituu terletak pada jenis penelitian lapangan 

                                                           
15 Hervians Virdya Jaya, ―Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan 

Menikah Satu Kantor‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2019), 3. 
16 Hayatul Husna, ―Problematika Sistem Adat Salingka Nagari 

Guguakmalalo (Larangan Perkawinan Antar Suku yang Berbeda) ditinjau dari 

Perspektif Hukum Islam‖ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020), 

5. 
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(field research) dan pengolahan data yang dilakukan secara 

deskriptif kualitatif.  Perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitian, dimana penelitian terdahulu lokasinya terletak di 

Desa Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan 

Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, dan penelitian yang 

akan diteliti terletak di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung 

Timur Kabupaten Lampung Utara.   

5. Alfiah, dengan skripsi berjudul ―Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Anak Pertama dengan 

Anak Yatin Piatu (Studi Kasus pada Masyarakat Jawa di Desa 

Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung 

Tengah)‖. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung tahun 2023. Hasil penelitian yaitu bahwa masyarakat 

jawa di Desa Gunung Haji percaya dan melaksanakan tradisi 

larangan menikahkan anak pertama dengan anak yatim piatu 

disebabkan oleh kepercayaan nenek moyang dahulu yang 

percaya bahwa akan terjadi sebuah masalah atau bahkan 

malapetaka jika pernikahan tersebut dilakukan yang bersumber 

dari ilmu titen. Seperti sakit-sakitan, masalah pada keluarga, 

sulitnya rezeki, perceraian, sampai pada kematian. Mengenai 

pandangan hukum Islam, Al-Quran dan Hadis, beserta kaidah 

fikih lainnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak 

pertama dengan anak yatim piatu dengan syarat tidak ada 

hubungan nasab, bukan sepersusuan, dan tidak ada hubungan 

perkawinan. Oleh sebab itu dalam pandangan hukum Islam, 

tradisi larangan ini tidak sejalan dengan hukum islam atau 

dapat dikatakan bertentangan, yang dalam kajian „urf, 

tergolong ke dalam „urf fasid, yaitu kebiasaan yang berlaku di 

suatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun 

bertentangan dengan agama.
17

  

Berdasarkan uraian di atas persamaan pada penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-

sama menggunakan pandangan hukum Islam dalam penelitian.  

                                                           
17 Alfiah, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahkan 

Anak Pertama dengan Anak Yatim Piatu‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2023), 2. 
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Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sedang diteliti yaitu terletak pada larangan pernikahannya, 

untuk penelitian terdahulu tradisi mereka melarang anak 

pertama menikah dengan anak yatim piatu, sedangkan untuk 

penelitian yang sedang diteliti orang tua yang melarang 

anaknya untuk menikah dengan suku yang berbeda. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah kegiatan untuk menemukan 

kebenaran dalam suatu studi penelitian, dengan diawali suatu 

pemikiran yang membentuk rumusan masalah berdasarkan 

pemikiran tertentu, yang kemudian menimbulkan hipotesis awal, 

dengan memanfaatkan pengetahuan dari penelitian sebelumnya, 

sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya 

membentuk suatu kesimpulan secara sistematis dan objektif.
18

 

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki serta 

memahami makna yang terkait dengan masalah sosial atau 

manusia, baik itu dari sudut pandang individu maupun kelompok. 

Artinya, dalam penelitian kualitatif, fokusnya adalah mempelajari 

aspek budaya dari suatu kelompok dan memahami bagaimana 

pola perilaku masyarakat berkembang dari waktu ke waktu.
19

 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan ini termasuk dalam 

jenis penelitian lapangan atau field research, yaitu 

pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan 

mendatangi subjek yang bersangkutan, teknik pengumpulan 

                                                           
18 Syafrida Hafni Sahir, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: KBM 

Indonesia, 2021), 1. 
19 Ahmad Fauzi and dkk, Metodologi Penelitian (Jawa Tengah: Pena 

Persada, 2022), 13. 
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data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.
20

 

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Pungguk 

Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara 

agar dapat mengetahui dan memahami langsung keadaan di 

lokasi penelitian serta dapat memberikan penjelasan yang 

sebenarnya.  

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu 

berupa kalimat yang bisa memberikan gambaran secara luas 

dari objek penelitian.
21

 Didalamnya terdapat 

mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis  sebagaimana 

dalam judul yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Larangan Pernikahan Berbeda Suku di Desa Pungguk Lama 

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.  

2. Jenis Data  

a. Data Primer  

Data primer dalam suatu penelitian adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. 

Dalam hal ini data primer didapatkan melalui hasil 

wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan kasus yang diteliti diantaranya orang tua yang 

melarang pernikahan berbeda suku.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan secara tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti. Data diperoleh penulis dengan membaca 

buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan artikel yang 

berkaitan dengan penelitian.
22

  

 

 

 

                                                           
20 Busyairi Ahmad and M. Saleh Laha, ―Penerapan Studi Lapangan dalam 

Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi 

IISIP YAPIS BIAK),‖ Jurnal Nalar Pendidikan 8, no. 1 (2020), 3. 
21 Syafrida Hafni Sahir, Metodelogi Penelitian, 6. 
22 Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Cetakan I 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 247. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek dan subjek dengan kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang peneliti tetapkan untuk dipelajari 

dan kemudian menjadi titik kesimpulan.
23

 Populasi yang 

menjadi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang 

bersuku Lampung di Desa Pungguk Lama Kecamatan 

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah 

2.186 jiwa.  

b. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi atau 

bahkan sub-sub populasi yang benar-benar diambil data, 

sehingga sering disebut sebagai sumber data atau subjek 

penelitian.
24

 Peneliti mengambil 13 orang dari total 

keseluruhan masyarakat bersuku Lampung yang terdapat 

pada Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur 

Kabupaten Lampung Utara. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan peneliti adalah purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan 

mempertimbangkan kriteria tertentu. Dalam hal ini yang 

dijadikan sampel adalah orang yang paling tahu terhadap 

penelitian tersebut, atau orang yang melakukan praktik 

langsung di lapangan terkait judul skripsi ini.
25

 Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 13 sampel yang 

terdiri yang terdiri dari 2 tokoh adat, 7 orang tua yang 

melarang anaknya untuk menikah dengan orang yang bukan 

bersuku Lampung, 2 pasangan suami istri yang melakukan 

praktik ngangkon, dan 2 pasangan suami istri yang tidak 

melakukan praktik ngangkon yang terjadi di Desa Pungguk 

Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. 

                                                           
23 Sulaiman Saat and Sitti Mania, Pengantar Metodelogi Penelitian 

(Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 65. 
24 Ibid., 66. 
25 Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, 

―Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian,‖ Jurnal Pilar 14, no. 1 

(2023): 23, https://doi.org/10624/5947. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara  

Metode wawancara atau interview adalah 

serangkaian pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan 

narasumber, yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi terkait dengan masalah penelitian yang sedang 

diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

sudah disiapkan, untuk mendapat informasi dan data yang 

akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

yang penulis teliti.
26

   

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan 

data dengan mencatat data yang sudah ada.
27

 Data yang 

diperoleh dan dikumpulkan dengan teknik dokumentasi 

merupakan data sekunder, sedangkan data yang diperoleh 

atau dikumpulkan dengan teknik wawancara merupakan 

data primer.  

5. Metode Pengolahan Data  

Metode pengolahan data yang digunakan penulis 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengedit data (editing) merupakan kegiatan memeriksa 

data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk memastikan 

apakah data tersebut telah terisi dengan lengkap, sudah 

tepat, atau masih memerlukan perbaikan jika ada 

kesalahan.
28

   

b. Sistematisasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh 

secara berurutan sesuai dengan data dan asal datanya, 

tujuannya untuk mempermudah memahami data.  

6. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

yaitu dengan mencari, menyusun serta menganalisis secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen, 

data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, 

                                                           
26 Syafrida Hafni Sahir, Metodelogi Penelitian, 28-29. 
27 Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 149. 
28 Sulaiman Saat and Sitti Mania, Pengantar Metodelogi Penelitian, 53. 



 16 

selanjutnya dianalisis secara mendalam.
29

 Kemudian dikaji 

secara deskriptif dengan mendeskripsikan, memaparkan, dan 

menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang 

berkaitan dengan penulisan ini dan ditarik kesimpulan sebagai 

jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan digunakan untuk memperoleh 

pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun 

sistematika yang mencakup sedemikian rupa agar menunjukkan 

hasil penelitian yang baik dan mudah dimengerti. Adapun 

sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi pokok bahasan 

tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

yang terakhir adalah sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, berisi uraian mengenai kajian teori 

yang berkaitan dengan penelitian, pada penelitian ini penulis 

menggunakan teori perkawinan, kafa‟ah, dan urf.  

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, memuat uraian 

mengenai gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data 

penelitian yang berupa gambaran umum dari Desa Pungguk Lama 

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.  

Bab IV Analisis Data, peneliti menganalisa tentang 

praktik larangan pernikahan berbeda suku dan faktor yang 

melatarbelakangi larangan pernikahan berbeda suku.  

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari  simpulan dan 

rekomendasi.  

                                                           
29 Abubakar Rifai, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press 

(Yogyakarta: Antasari Press, 2011), 121. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Praktik larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk 

Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara 

merupakan suatu praktik yang harus terlebih dahulu dilakukan 

apabila tetap ingin menikah dengan suku yang berbeda, yaitu 

ngangkon (pengangkatan anak), jika persyaratan tersebut tidak 

dilakukan akan dianggap sebagai pelanggaran adat dan tali 

kekerabatan putus. Larangan pernikahan berbeda suku 

merupakan larangan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua 

kepada anaknya untuk tidak menikah dengan suku yang 

berbeda dan mengharuskan anaknya untuk menikah dengan 

suku yang sama, yaitu suku Lampung. Hal-hal yang 

melatarbelakangi orang tua melarang anaknya untuk menikah 

dengan suku yang berbeda adalah syarat yang harus dipenuhi 

terbilang cukup rumit serta memerlukan biaya yang banyak, 

khawatir terjadinya konflik yang menyebabkan perceraian, dan 

untuk melestarikan keturunan asli Lampung.  

2. Larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama 

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara tidak ada 

didalam hukum Islam baik menurut Al-Qur'an dan hadist. 

Berdasarkan 'urf maka larangan pernikahan berbeda suku di 

Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara boleh dilakukan karena tidak bertentangan 

dengan hukum Islam, dari segi keseluruhan tradisi ini dilihat 

dari macam-macam „urf termasuk kedalam kategori 'urf shahih 

(adat kebiasaan yang baik), yaitu kebiasaan masyarakat yang 

tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak 

menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa 

kemudharatan. Dari segi ruang lingkup termasuk kedalam „urf 

khas, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat 

tertentu. Islam menganjurkan adanya (kafa‟ah) untuk 

menentukan calon suami atau isteri agar setara.  
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B. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi dari penulis yaitu:  

1. Kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat sebaiknya melakukan 

musyawarah terkait larangan pernikahan berbeda suku yang 

sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini karena peran mereka 

sangat penting dalam kerukunan masyarakat. 

2. Hendaknya masyarakat desa Pungguk Lama khususnya orang 

tua  mempercayakan kepada anaknya untuk memilih pasangan, 

baik itu dengan suku yang sama maupun suku yang berbeda, 

karena setiap suku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, 

dan calon pasangan yang ingin menikah harus bisa menerima 

kelebihan dan kekurangan tersebut. 

3. Hendaknya bagi seorang anak di Desa Pungguk Lama yang 

ingin menikah dengan suku yang berbeda sebaiknya 

mempelajari dan memahami kebudayaan dari pasangan yang 

ingin dinikahi dan sebaliknya. Untuk memudahkan 

berkomunikasi sebaiknya mempelajari bahasa daerah dari 

masing-masing pasangan. Kemudian saling menghargai 

budaya pasangan masing-masing. Karena tidak selamanya 

perbedaan itu menjadi masalah dikemudian hari. 
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